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Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh politik hukum Pasal 29A Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2014 terkait pengunduran diri kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kedudukan Peraturan Pemerintah nomor 29/2014 dalam tata hukum Indonesia diakui keberadaannya berdasarkan UU nomor 42 tahun 2008 baik yang lahir karena amanat peraturan yang lebih tinggi maupun dalam lingkup tugas dan kewenangan pemerintah tersebut. peraturan pemerintah ini diberlakukan sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah pendahulunya yakni peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2013 tentang tata cara pengunduran diri kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pegawai negeri yang akan menjadi bakal anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau kotanya, serta pelaksanaan cuti pejabat negara dalam kampanye pemilu. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab bagaimana politik hukum pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor 29/2014 mengenai pemberhentian sementara dan apa akibat hukum dari pengaturan mekanisme pengunduran diri kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden berdasarkan pasal 29A Peraturan Pemerintah nomor 29/2014 terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis secara evaluatif yang diawali dengan menguraikan peraturan perundang-undangan berikut dengan prinsip utamanya, membuat pernyataan yang bertentangan dengan aspek tersebut, memberikan kontra atas argumen yang ada, dan mendiskripsikan konsekuensi diterima atau ditolak dari titik-titik tertentu tersebut. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah nomor 29/2014 dalam tata hukum Indonesisa diakui keberadaannya sebagai aturan hukum yang memiliki dua substansi (isi materi) pada problematika pelaksanaan kampanye (pasal 26 ayat 1,2,3) dan problematika pencalonan kepala daerah sebagai presiden atau wakil presiden (pasal 29 ayat 1-8). Secara khusus, Pasal 29a Peraturan Pemerintah 29/2014 telah mengatur ketentuan ijin Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) yang dicalonkan oleh Parpol atau Gabungan Parpol sebagai Capres atau Cawapres dengan mengajukan permohonan ijin kepada Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden untuk  mendapatkan persetujuan. Namun, secara politik hukum Pasal 29a Peraturan Pemerintah 29/2014 belum memberikan ketegasan eksplisit melalui aspek gramatikal pada tafsiran pasal-pasal yang berkaitan “penolakan” permohonan ijin tersebut, sehingga masih ditemukan titik temu kelemahan.
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Abstract
This research is motivated by politic of law regarding article 29A Government Regulation Number 29/ 2014 related to the resignation of the head of regional who runs as a candidate for president and vice president. Government Regulation number 29/2014 was established by Law number 42 year 2008 whether born because of higher regulatory mandate and within the scope of duties and authority of the government. Government Regulation is imposed in lieu of its predecessor. Government Regulation number 18 of 2013 regarding the procedure for the resignation of the head of region, the deputy head of the region, and civil servants who will be going to the Indonesian Legislative Assembly, Assembly at Provincial, Regional, or Municipal Level, Leadership of Political Party at Regional Level, as well as the implementation of the furlough state officials in the election campaign. The purpose of this thesis is to answer how the politic of law regarding Article 29A Government Regulation No. 29/2014 on temporary dismissal and the legal consequences of the resignation of a mechanism for setting regional head or deputy regional head who becomes the candidate for president and vice president under section 29A Government Regulation numbers 29/2014 on regional administration. The method used is a normative legal research with statute and conceptual approaches. Evaluative analysis technique that begins by outlining statute with the following main principles, making statements contrary to these aspects, provide counter on the argument that there is, and describe the consequences is accepted or rejected on the specific points. Results of the discussion in this paper indicate that the Government Regulation number 29/2014 in the legal system Indonesisa recognized as a rule of law which has two substance on the problematic implementation of the campaign (article 26 paragraph 1,2,3) and the problematics of the nomination for president or vice president (Article 29, paragraph 1-8). In particular, Article 29a Government Regulation 29/2014 has set conditions permit Regional Head (governor, head of district or mayor) to be nominated by political parties or political party Combined or vice presidential candidate to aply for permission to the President and the Minister of internal Affair on behalf of the President to get approval. However, in term of politic of law, Article 29a Government Regulation 29/2014 has not been made clear through the explicit grammatical aspects of the interpretation of clauses relating to "rejection" of the permit government regulation, so they found a meeting point of weakness.
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PENDAHULUAN
Pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 (selanjutnya disebut sebagai PP 29/2014) mengenai pemberhentian sementara kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden merupakan pasal yang disisipkan dalam PP 29/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah yang Menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu (untuk selanjutnya disebut PP 18/2013). Penyisipan pasal 29A tersebut dilakukan dalam rangka melengkapi PP 18/2013 yangpada awalnya hanya mengatur tentang pengunduran diri pejabat negara yang mencalonkan diri untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD. Perubahan ini terlihat pada penambahan Pasal 29A yang mengatur tata cara pemberhentian sementara Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Dalam pasal 29A ayat (1) PP 29/2014 menegaskan bahwa:

Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengajukan permohonan ijin kepada Presiden dan kemudian mengajukan pemberhentian sementara jika permohonan ijin dari presiden diterima.

Pasal 29A ayat (5) menegaskan bahwa “Pemberhentian sementara gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota berakhir pada tanggal ditetapkannya pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum”. Kendati demikian, dalam pasal tersebut belum dijelaskan mengenai tata cara pengunduran diri Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota setelah pemberhentian sementara berakhir.

Kepala daerah yang mengajukan ijin dan pemberhentian sementara dilakukan oleh Joko Widodo yang dicalonkan sebagai Presiden pada pemilihan presiden (pilpres) 2014. Joko Widodo dicalonkan Presiden oleh gabungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.
 Pada saat dicalonkan menjadi calon presiden Joko Widodo masih menjabat Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.
 Joko Widodo mengajukan ijin dan pemberhentian sementara kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan alasan mencalonkan sebagai calon Presiden. Ijin tersebut diberikan oleh Presiden dengan berdasarkan kepada PP 18/2013.
 Jokowi mendapatkan ijin dan pemberhentian sementara dari jabatan gubernur dari presiden melalui Surat Keputusan Presiden (keppres) yang ditandatangani Presiden dengan berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004.
Selanjutnya Joko Widodo mengajukan Pengunduran diri dari jabatan Gubernur DKI Jakarta setelah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2014-2019 melalui pemilihan presiden. Pengajuan diri tersebut diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk selanjutnya disebut UU 42/2008) dengan jelas telah diatur mengenai pengunduran diri pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, permasalahan terkait pengunduran diri pejabat negara yang mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden telah diatur dengan jelas dalam UU 42/2008. Sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) bahwa Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya dan dalam ayat (2):

Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. 

Hadirnya Pasal 29A dalam PP 29/2014 yang disahkan pada tanggal 14 Mei 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pemberhentian sementara pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden berbenturan dengan Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UU 42/2008. Terlebih pada Pasal 7 ayat (1) UU 42/2008 juga telah ditegaskan bahwa : kepala daerah mencalonkan diri sebagai Presiden harus meminta ijin kepada Presiden.

Terlebih dahulu untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum). Keberadaan pasal 7 ayat (1) UU 42/2008 ini seolah-olah memisahkan antara istilah pejabat negara dengan kepala daerah, sehingga dapat dimaknai bahwa kepala daerah yang mencalonkan diri menjadi calon presiden atau wakil presiden tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya dan hanya meminta ijin kepada presiden. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu (selanjutnya disebut PP 18/2013) yang merupakan peraturan pemerintah yang beberapa ketentuan di dalamnya dirubah dengan PP 29/2014, dalam dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) PP 18/2013 menentukan bahwa Kepala Daerah termasuk dalam pejabat daerah.

1) Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. 

2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta walikota dan wakil walikota untuk kota.

Apalagi pasal 7 ayat (1) UU 42/2008 ini dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut dengan PP 14/2009) Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) bahwa: 

1. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengajukan permohonan ijin kepada Presiden.

2. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan surat permohonan ijin kepada Presiden paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di Komisi Pemilihan Umum.

3. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan non aktif dengan Keputusan Presiden bagi Gubernur/Wakil Gubernur, dan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. 

Oleh karena itu diperlukan kajian terhadap Pasal 29A PP 29/2014 tersebut dalam kaitannya dengan peraturan perundangan yang lain, agar tidak terjadi benturan antara peraturan perundangan yang satu dengan yang lain. Kajian ini diperlukan untuk memenuhi unsur kepastian hukum dan kelayakan sebuah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga tidak berdampak pada kebingungan masyarakat yang pada akhirnya akan menciderai persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan di Indonesia.

Mengkaji pemberlakuan hukum itu sendiri terdapat tiga prinsip, yaitu prinsip Lex posteriori derogat legi priori(norma hukum yang baru mengalahkan norma hukum yang lama), Lex specialis derogat legi generali(norma hukum yang lebih khusus mengalahkan yang umum), dan Lex superior derogat legi inferiori (norma hukum yang lebih tinggi mengalahkan norma yang lebih rendah).
Ketiga prinsip ini dapat digunakan untuk mengkaji keberadaan Pasal 29A/2014 yang dikeluarkan setelah UU 42/2008 dan PP 14/2009 dan mekanisme pemberhentian sementaranya terhadap efektifitas pemerintahan di Indonesia.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah diuraiakan, maka penulis akan melakukan penulisan hukum dengan judul ” KAJIAN TERHADAP PASAL 29A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2014 TERKAIT PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN”.
METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan.
 Dalam penelitian ini sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.
 Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pemikiran bahwa penelitian ini hendak menganalisis norma yang mengatur tentang pemberhentian sementara kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden serta langkah yang dilakukan apabila permohonan pemberhentian sementara kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)

Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini dilakukan peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian normatif.
 Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberhentian sementara kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.

b. Pendekatan konsep(Conceptual Approach)
Pendekatan konsep berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta peneliti membuat argumentasihukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.
 Dengan menggunakan pandangan dan doktrin dalam hukum tata negara khususnya tentang perijinan Kepala Daerah yang mencalonkan diri sebagai Presidensesuai dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dengan menggunakan argumentasi hukum yang ada.

Jenis Bahan Hukum

Sumber utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.
Bahan hukum merupakan bahan kajian yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

a. Bahan hukum primer(Primary Sources)
Bahan hukum primer adalah bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dalam penelitian normatif bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah yang menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah yang menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu;
b. Bahan hukum sekunder(Secondary Sources)
Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku literatur karangan sarjana hukum, makalah, artikelilmiah, jurnal, tesis yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan masalah yang diambil dalam penulisan skripsi ini yakni pemberhentian sementara kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan teori tersebut, maka teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan mencatat pencarian dan penyusunan bahan hukum secara akurat dari rumusan masalah yang diangkat. Kemudian memahami dan mengkritik bahan hukum tersebut untuk dikaitkan dengan rumusan masalah. Selanjutnya menggunakan teknik snowball (dengan memperbanyak peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya). Teknik snowball (bola salju) adalah menggunakan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, kemudian selanjutnya metode bola menggelinding secara terus menerus dengan mengacu pada sumber bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
 Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dipahami dan diberi kritik kemudian dikumpulkan dan dipilah-pilah bedasarkan topik permasalahan. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diorganisasikan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya.

Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum diawali dengan menentukan fokus utama yang ada dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah pengaturan perijinan Kepala Daerah yang akan mencalonkan diri menjadi Presiden, yakni bagaimana jika ditolak dan bagaimana pula akibat hukumnya. Kemudian dari peraturan perundang-undangan tersebut dikaji aspeknya merujuk pendapat umum atau pendapat para pakar Ilmu Hukum. Setelah mengkaji melalui pendapat para ahli, kemudian menganalisisnya dengan memberikan kontra argumen tentang pendapat tersebut yang dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Analisa tersebut kemudian diilustrasikan berdasarkan argumentasi yang tepat.
3.1 Hasil Penelitian

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah yang menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah yang menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu;
3.2  Pembahasan

3.2.1 Politik Hukum Pasal 29a PP 29/2014 Mengenai Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Yang Mencalonkan Diri Sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden

1. Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2014

Problematika seputar Kepala Daerah tidak hanya terkait aspek akseptabilitas dan kapabilitas, namun juga problematika lain yang sifatnya kompleks karena menyangkut sistem dan Pemerintahan Daerah itu sendiri. Salah satu problematika tersebut terefleksikan melalui Kepala Daerah yang meminta ijin kepada Presiden untuk mencalonkan diri sebagai Calon Presiden. Guna memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlangsungan pencalonan diri sebagai Presiden oleh Kepala Daerah tersebut, dibentuklah regulasi PP 29/2014.

Kedudukan PP 29/2014 dalam tata hukum Indonesia diakui keberadaanya berdasarkan UU 42/2008, baik yang lahir karena amanat peraturan yang lebih tinggi maupun dalam lingkup tugas dan kewenangan Pemerintah tersebut. PP ini diberlakukan sebagai pengganti dari PP pendahulunya, yakni PP 18/2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu.

PP 18/2013 diganti karena tidak mengatur mengenai tata cara pemberhentian sementara Kepala Daerah yang akan menjadi Capres dan Cawapres. Pada bagian konsideran, lahirnya PP 29/2014 tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu juga untuk mengatur mengenai pemberhentian sementara Kepala Daerah yang akan mencalonkan diri menjadi Capres atau Cawapres. Bagian konsideran PP 29/2014 menentukan sebagai berikut :

	a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pemilihan umum, perlu mengatur pemberhentian sementara gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu; 




Substansi atau isi materi pokok dalam ketentuan PP 29/2014 tersebut memiliki 2 (dua) tambahan pasal dari ketentuan PP 18/2013, yakni ketentuan Pasal 26 ditambah 1 (satu) ayat dan Pasal 29 dan Bab V disisipkan 1 (satu) Pasal. Substansi pokok ketentuan PP No 29 Tahun 2014 tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Permasalahan pada pelaksanaan kampanye

Pengaturan mengenai kampanye PP ini meliputi teknis kampanye, waktu pelaksanaan, dan pelaksanaan kampanye oleh Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota) dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana berbunyi:

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang ikut sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diberikan cuti.

(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkannya sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, melaksanakan kampanye pada hari yang berbeda.

(4) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

b. Pencalonan Kepala Daerah sebagai Presiden atau Wakil Presiden

Pengaturan mengenai pencalonan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) sebagai Presiden atau Wakil Presiden diatur secara komprehensif meliputi teknis dan pelaksanaanya dalam Pasal 29 Ayat (1) hingga (8) dan BAB V sebagaimana berbunyi:

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden harus mengajukan permohonan ijin kepada Presiden. 

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan surat permohonan ijin kepada Presiden paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum didaftarkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik di Komisi Pemilihan Umum. 

(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus menyampaikan surat permohonan berhenti sementara kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi gubernur atau wakil gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. 
(4) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara dengan Keputusan Presiden bagi gubernur atau wakil gubernur, dan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota terhitung 1 (satu) hari setelah tanggal ditetapkan sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. 
(5) Pemberhentian sementara Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (4) berakhir pada tanggal ditetapkannya pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum. 
(6) Selam Gubernur, Bupati, atau Walikota diberhentikan sementara, pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah yang bersangkutan dilaksanakan oleh Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota dengan Keputusan Presiden bagi wakil gubernur, dan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi Wakil Bupati atau Wakil Walikota. 
(7) Apabila Bubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota diberhentikan sementara secara bersamaan, pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari di daerah yang bersangkutan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. 
(8) Pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. 
2. Ijin Kepala Daerah yang Mencalonkan Diri Menjadi Presiden atau Wakil Presiden

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, atau Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.” Adapun pengertian frasa ‘dipilih secara demokratis’ adalah tidak harus dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi dipilih secara tidak langsung (melalui DPRD) dapat diartikan demokratis, sepanjang prosesnya demokratis.
 Dengan pengertian lain, secara demokratis dapat bermakna sebagai dipilih melalui badan perwakilan; dan/atau dipilih secara langsung oleh rakyat. Perlu diingat, bahwa NKRI mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (1) UUD NRI 1945. 

Persoalan aplikasinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbagai isu yang telah menampil adalah berkaitan dengan terjemahan ‘dipilih secara demokratis’ berujung pada pengaturan seorang Kepala Daerah yang dapat mencalonkan diri sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden. Pada tataran ini, ‘pemilihan demokratis’ dipersepsikan dengan syarat menjadi Kepala Daerah untuk dapat maju dalam konstetasi demokrasi, terutama untuk calon inkumben atau calon yang ingin maju dengan posisi yang lebih tinggi (Pilpres). Dimana pokok bahasan tersebut menyudut pada masa jabatan seorang Kepala Daerah yang belum berakhir, berikut tanggungjawab dan integritas moral bagi rakyat daerahnya. 

Majunya calon inkumen (Kepala Daerah) tersebut tentunya menjadi persoalan bagi khalayak banyak yang telah mempercayai kepemimpinan di wilayahnya. Sebab, ada masalah fatsoen (kepantasan) yang seharusnya masih dijunjung tinggi. Pada tataran kajian para ahli hukum, apabila seorang Kepala Daerah telah menggunkan kepentingan politik untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, maka dapat dipastikan apa yang dilakukannya telah melanggar hukum.
 Sebab, Kepala Daerah yang telah dicalonkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden telah mengabaikan integritas moralitas yang lebih memetingkan kepentingan politik yang sifatnya pragmatis, tanpa memperhatikan persoalan daerah yang masih menjadi pertanggungjawbaannya. 

Salah satu kesepakatan yang kemudian muncul adalah pejabat negara termasuk Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) berhak mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan demi menjunjung etika tata pemerintahan dalam negara demokrasi. Salah satu persyaratan tersebut termaktub dalam ketentuan Pasal 29A PP 29/2014  jo. PP 18/2013. 

Sesuai bunyi Pasal 29A Ayat (1) PP 29/2014 bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengajukan permohonan ijin kepada Presiden. Permohonan ijin tersebut tidak harus mengundurkan diri, melainkan ijin yang dimaksudkan sama seperti halnya ijin-ijin kepada jajaran pemerintahan yang dimpimpinnya. Namun harus berlandaskan pada mekanisme resmi serta kode etik sesuai struktur pemerintahan negara. 

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Kepala Daerah yang tidak mundur saat mencalonkan diri sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden tetap dinyatakan konstitusional. Dimana ada norma yang menentukan keharusan Kepala Daerah meminta ijin kepada Presiden yang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, khususnya dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian konstitusional, yakni Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 29D Ayat (1) UUD NRI 1945. Hal demikian, didasarkan pada argumentasi hukum selain mengasumsikan adanya persamaan subjek hukum, juga mengasumsikan adanya perbedaan subjek hukum
. 

Persamaan kedudukan dalam negara demokrasi terdapat hak untuk memilih dan dipilih, termasuk hak untuk dapat memilih dan dipilih sebagai Calon Presiden. Namun, bagi Kepala Daerah yang mundur setelah mengakhiri masa jabatannya akan sangat menjaga wibawanya di mata masyarakat dan menjaga stabilitas ketatanegaraan di segala aspek bidang kehidupan
. 

Di samping itu, secara konstitusional harus dianggap benar apabila Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati atau Walikota) yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden meminta ijin kepada Presiden dan tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab, seseorang yang menjabat sebagai Kepala Daerah tersebut telah mengikatkan diri ke dalam struktur Pemerintahan Negara. Hal demikian, sebagaimana ditindaklanjuti dengan ketentuan Ayat (2) dan (3) dalam Pasal 29A PP 29/2014 bahwa Kepala Daerah sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan ijin kepada Presiden; dan surat permohonan berhenti sementara kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) harus menyampaikan surat permohonan ijin kepada Presiden paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum didaftarkan sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

b. Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) harus menyampaikan surat permohonan berhenti sementara kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Setelah Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) mendapatkan ijin dari Presiden maupun Menteri Dalam Negeri, mekanisme tersebut ditindaklanjuti melalui dengan pemberhentian sementara berdasarkan Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Ayat (4) dan (5) PP 29/2014 yang berbunyi:

(4) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberhentikan sementara dengan Keputusan Presiden bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, dan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota terhitung 1 (satu) hari setelah tanggal ditetapkan sebagai calon Presiden atau Calon Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum.

(5) Pemberhentian sementara Gubernur Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Ayat (4) berakhir pada tanggal ditetapkannya pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Berdasarkan mekanisme ketentuan permohonan ijin tersebut, terlihat jelas bahwa seorang Kepala Daerah yang hendak mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden harus mendapatkan ‘persetujuan’ melalui Keputusan Presiden untuk Gubernur atau Wakil Gubernur; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden untuk Bupati atau Walikota dengan ditetapkannya sesuai tanggal dan ketentuan dari KPU. 

Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kekosongan jabatan maka ditetapkannya ketentuan lanjutan, apabila Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) yang ‘telah disetujui’ permohonan ijin pencalonan sebagai Presiden atau Wakil Presiden dengan dikeluarkannya pemberhentiaan sementara, dimana pelaksanaan tugas pemerintahan diserahkan langsung pengganti Kepala Daerah secara definitif. Artinya, pengisian jabatan Kepala Daerah yang kosong dapat diisi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Ayat (6), (7) dan (8) sebagaimana berbunyi:

(6) Selama Gubernur, Bupati, atau Walikota diberhentikan sementara, pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah yang bersangkutan dilaksanakan oleh Wakil Gubernur, atau Wakil Bupati, atau Wakil Walikota dengan Keputusan Presiden bagi Wakil Gubernur, dan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi Wakil Bupati atau Wakil Walikota. 

(7) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota diberhentikan sementara secara bersamaan, pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hahri di daerah yang bersangkutan dilaksanakan oleh Sekertaris Daerah.

(8) Pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Sekertaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. 

Sesuai bunyi pasal-pasal tersebut, telah menekankan bahwa pengisian jabatan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) dalam wilayah pemerinatahannya apabila mengalami kekosongan dapat diisi oleh Wakil Kepala Daerah bersangkutan. Dalam tataran ini, peristilahan ketatanegaraan Indonesia menyebutnya sebagai peristilahan Pelaksana tugas (Plt). Penggunaan Plt Kepala Daerah melekat pada Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota) dikarenakan diberhentikannya Kepala Daerah (kekosongan jabatan hanya pada posisi Kepala Daerah saja)
, yang dalam hal ini adalah Pejabat Kepala Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur untuk Pejabat Bupati atau Walikota sedangakan Pejabat Gubernur melalui penetapan Presiden atas usulan Menteri Dalam Negeri. 

Terlepas dari telaah tersebut, materi muatan Pasal 29A PP 29/2014 masih mengindikasikan diskrepansi yang kemudian ditindaklanjuti dengan tingkat regulasi rendah, adalah apabila permohonan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) dalam pencalonannya atau dicalonkannya melalui partai politik maupun gabungan dari partai politik bersangkutan kepada Presiden mendapatkan putusan ‘ditolak’. Hal demikian yang kemudian menjadi isu yang belum menjadi perhatian serius dalam substansi PP 29/2014 tersebut, khususnya pada Pasal 29A khususnya terkait mekanisme ijin Kepala Daerah dalam pencalonan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. 

Dengan menggunakan perspektif politik hukum melalui pendekatan politik kelembagaan (institutional approach) dapat dieksplanasikan bahwa perhatian ketidaklengkapan substansi hukum dalam Pasal 29A PP 29/2014 dapat ditinjau lebih lanjut sebagai kajian utamanya. Setidaknya ada 5 (lima) karakteristik atau kajian utama dalam pendekatan institusional tersebut, diantaranya: a) legalisme, yakni mengakaji aspek hukum dimana peranan Pemerintah dalam mengatur hukum; b) strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur; c) holistik, yakni, menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik dalam artian lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif; d) sejarah, yakni menekankan pada analisanya dalam aspek sejarah seperti kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan; serta e) analisis normatif, yakni menekankan pada aspek-aspek normatif sehingga terfokus pada penciptaan good goverment.
Kelima karakteristik tersebut menjadi sangat tepat jika digunakan untuk melihat persoalan ijin Kepala Daerah yang belum selesai masa jabatannya untuk mencalonkan atau dicalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden apabila permohonan tersebut ‘ditolak’ oleh Presiden. Pada konteks ini, secara polik institusional seharusnya lebih memperhatikan etika  politik muatan Pasal 29A PP 29/2014 dengan melakukan judical review. Tujuan judical review dimaksudkan sebagai pengujian oleh lembaga yudikatif tentang konsistensi materi setiap jenjang (pasal demi pasal) perundang-undangan dengan cita-cita dan tujuan negara dalam rangka pembangunan sistem hukum. 

Sesuai substansi Pasal 29A PP 29/2014 yang dapat dimintakan judical review tersebut adalah cakupannya yang bersifat open interpretative sehingga menyebabkan kekosongan pada aturan implisit, yakni permohonan ijin pencalonan apabila ‘ditolak’. Untuk itu, kajian hukum politik membuka peluang untuk ditafsirkan dengan berbagai peraturan lanjutan yang harus diterima sebagai tafsir yang benar berdasarkan pokok atau isi yang mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada substansi PP tersebut. PP tersebut dapat didelegasikan kepada peraturan pelaksanaan sesuai tafsiran dari Pemerintah (Presiden) atau Keputusan Presiden (Kepres) 
. 

Adapun berbagai peraturan lanjutan tersebut, didasarkan pada ketentuan UU Pemda yang mengikatkan seorang Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) pada hakikatnya adalah menjalankan amanah rakyat yang memilihnya dan menaati UU yang mengikatnya, termasuk pada ketentuan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) Pasal 122 jo. UU 42/2008 Pasal 6 Ayat (1) sebagaimana berbunyi “Pejabat Negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden harus ‘mengundurkan diri’ dari jabatannya”.

Berdasarkan ketentuan kutipan pasal tersebut, secara institusional dan secara etik politik hukum, kekosongan pada substansi Pasal 29A PP 29/2014, khususnya pada permohonan ijin Kepala Daerah yang mencalonkan diri sebagai Presiden mendapatakan ‘penolakan’ dari Presiden dapat ditindaklanjuti dengan menekanan pentingnya etika politik hukum, dimana seorang peimpin atau pejabat negara seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya segingga menjamin kepastian hukum akan jabatan sebagai Kepala Daerah sekaligus memenuhi tuntutan etis publik. Namun demikian, permohonan penolakan tersebut harus pula memberikan ketegasan eksplisit melalui aspek gramatikal pada tafsiran pasal-pasal yang berkaitan dengan alasan ‘penolakan’ permohonan ijin tersebut. Dengan pengertian lain, tafsiran pasal tersebut dapat memuat aturan informasi pertanggungjawaban Kepala Daerah atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tentang pelaksanaan tugas-tugasnya dalam satu tahun terakhir atau laporan tentang akhir masa jabatan, dimana akan mendapatkan evaluasi berupa penilaian kelayakan pencalonan Kepala Daerah sebagai Presiden
.

3. Kelemahan Pasal 29A PP 29/2014

Berdasarkan telah kajian normatif dan konseptual yang telah dikemukakan pada sub-bab di muka, maka dapat ditemukan titik temu pada kelemahan Pasal 29A PP 29/2014. Kelemahan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Secara holistik, Pasal 29A PP 29/2014  tidak mengatur permohonan ijin Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota)  untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden apabila permohonan ijin ‘ditolak’.

b. Ketentuan Pasal 29A PP 29/2014  memiliki substansi dualisme bagi Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) yang akan mencalonkan atau dicalonkan dari partai politik maupun gabungan partai politik menjadi Presiden atau Wakil Presiden dengan indikasi positif diterima permohonan ijin oleh Presiden. Padahal, partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon-nya, wajib menyenrahkan surat pencalonan (permohonan) yang ditandatangi oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung. 

c. Penetapan KPU dalam menentukan calon yang akan mengikuti Pilpres sesuai Pasal 29A PP 29/2014 belum menetapkan keabsahan persyaratan pencalonan dan menetapkan pasangan calon, yang walaupun ada ruang bagi partai politik atau pasangan calon untuk memperbaiki kekurangan dalam persyaratan adminitrasi, namun dalam praktek beberapa kali terjadi pada saat penetapan pasangan calon yang dirugikan.

3.2.2 Akibat Hukum Pengaturan Mekanisme Pengunduran Diri Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang Mencalonkan Diri sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Pasal 29a PP 29/2014 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perjalanan sistem Pemerintahan Daerah (Pemda) terkini dapat diidentifikasi bahwa apa yang dirancang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda belum cukup, sebab masalah akseptabilitas dan kapabilitas yang menyangkut pelaksanaan tugas Kepala Daerah masih berdimensi politik. Akibat lebih lanjut adalah tercermin dari pengungkapan keinginan Kepala Daerah untuk duduk dalam jabatan tertinggi. Tentunya, hal tersebut menjadikan kepemimpinan Pemda berlangsung tidak kondusif, disamping ada kecenderungan Kepala Daerah bersangkutan secara latent menjadi pesaing yang tidak sehat bagi Kepala Daerah lainnya. 

Keadaan ini salah satunya tercermin dari kasus berupa ketika Kepala Daerah berhalangan tetap untuk mencalonkan diri pada bursa Pemilu Capres atau Cawapres, sehingga posisi Kepala Daerah bersangkutan tidak diupayakan untuk diisi oleh Kepala Daerah incumbent. Arus politik hukum menyebut bahwa posisi Kepala Daerah yang memperluas kekuasaan atau kewenangannya melalui pencalonan diri sebagai Capres atau Cawapres setidaknya telah melanggar prinsip yang dinilai melakukan ultra vires atau bertindak di luar kekuasaan
. Dimana, Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis semestinya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, namun realitanya jabatan Kepala Daerah hanya dipakai sebagai batu loncatan untuk kepentingan politik saja, yaitu untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. 

Lebih lanjut, sesuai keputusan MK Nomor 15/PUU-IX/2013 menyebutkan bahwa ketika Kepala Daerah yang mencalonkan diri sebagai Capres atau Cawapres akan mengakibatkan pelaksanaan fungsi Kepala Daerah menjadi terganggu. Sebab, sebagai jabatan tunggal seorang Kepala Daerah menuntut kehadiran dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, berbeda dengan jabatan anggota legislatif (Parpol) yang kewenangannya dilakukan secara kolektif. Dengan kata lain, Kepala Daerah yang mencalonkan diri sebagai Capres maupun Presiden telah mengakibatkan kerugian konstitusional yang dialami para masyarakat daerah bersangkutan.

Sebagai contoh kasus, non-aktifnya Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta pada bursa pencalonan diri Pemilu Capres 2014 menjadi sorotan publik karena masa kontrak politik untuk mensejahtrerakan masyarakat DKI Jakarta belum sepenuhnya selesai. Sebelumnya, Presiden telah menonaktifkan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 1 Juni 2014 sejak ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Capres bersangan dengan Jusuf Kalla. Melalui Mendagri, penon-aktifan Jokowi diterbitkan melalui Keppres pemberhentian sementara Jokowi sebagai Kepala Daerah (Gubernur Jakarta). Ringkasnya, pencalonan Jokowi dinilai telah mengkhianati masyarakat DKI Jakarta yang telah memberikan kepercayaan memimpin DKI Jakarta. Apabila pemegang jabatan politik (Kepala Daerah) tidak mundur ketika mencalonkan diri sebagai Capres atau Cawapres dapat dipastikan telah menimbulkan ketidakpastian masa jabatan Kepala Daerah yang dipilih untuk 5 (lima) tahun.

Bercermin dari kasus di atas, terdapat polemik tentang majunya Kepala Daerah untuk menjadi Capres dan Cawapres yang direfleksikan oleh kasus Jokowi. Dimana, dalam perjalanannya proses pencalonan Jokowi belum mencerminkan tahapan yang cukup panjang dimulai dari konvensi maupun melalui koalisi dengan partai, berikut apabila telah resmi dideklarasikan untuk didaftarkan sebagai Capres atau Cawapres kepada KPU. Menilik birokrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada ketentuan Pasal 29a PP 29/2014 dapat dikritisi bahwa calon yang akan diusulkan adalah Kepala Daerah yang masih aktif tersebut mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap instansi atau lembaga yang dipimpinnya, karena instansi yang  dipimpin adalah instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tentu saja mencakup kepentingan hajat hidup orang banyak, juga sebagai Kepala Daerah tentunya banyak permasalahan yang dihadapi untuk dapat diselesaikan dan dituntut untuk dapat lebih memajukan daerah tersebut. Jika Kepala Daerah mengikuti tahapan konvensi maupun pemilihan Capres atau Cawapres dan harus fokus, dari proses awal hingga akhir, otomatis Kepala Daerah tersebut akan meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah yang berakibat hukum pada penyelenggaraan Pemda yang dipimpinnya. Adapun akibat-akibat hukum pencalonan Capres atau Cawapres oleh Kepala Daerah bagi Pemerintahan Daerah yang dipimpinnya, diantaranya:

a.  Melakukan mutasi pegawai
 

Mutasi pegawai merupakan kasus yang sering kali muncul, bahkan hampir disetiap pergantian kepemimpinan. Persoalan mutasi yang dilakukan pejabat kepala daerah yang hampir disetiap pergantian kepemimpinan dilakukan dengan memperhatikan segala persyaratan dan pertimbangan, namun secara tidak lansung hal tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan pegawai bergantung pada kepala daerahnya (like and dislike). Maka tidak mengherankan berganti Kepala Daerah, berganti juga pejabat di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya. Kepala Daerah bisa saja diberhentikan dari jabatannya jika terbukti mengeluarkan keputusan ataupun kebijakan yang berada diluar batas kewenangannya. Namun tidak begitu halnya dengan konsekuensi dari keputusan atau kebijakan yang diambilnya semasa menjabat, sebagai contohnya mutasi pegawai. Pemberhentian Kepala Daerah dalam pencalonan diri sebagai Capres atau Cawapres tidak serta merta mengembalikan pegawai yang dimutasikan tersebut kembali ke posisi semula. Jika pegawai yang dimutasikan tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena merasa dirugikan terkait keputusan penjabat kepala daerah tersebut, proses hukumnya tetap berjalan sekalipun Pejabat yang mengeluarkan keputusan pemutasian tersebut telah diberhentikan.

b.  Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan Kepala Daerah sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan Kepala Daerah sebelumnya

Maksimal waktu 1 (satu) tahun jabatan seorang Kepala Daerah akan berpengaruh terhadap izin yang dikeluarkannya, karena kewenangan mengeluarkan perijinan tersebut melekat pada jabatan bukan pada individu pemikul jabatan.
c.  Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentagan dengan kebijakan Kepala Daerah sebelumnya

Kebijakan tentang pemekaran daerah bisa menimbulkan dampak yang sangat besar, karena pemekaran suatu daerah bukan sekedar mengesahkan daerah baru, namun konsekuensi-konsekuensi lainnya akan menyusul. Pemekaran suatu daerah kadangkala dapat menimbulkan konflik kepentingan dan konflik horizontal antar masyarakat yang pro dan kontra atas pemekaran daerah tersebut. disisi lain pemekaran daerah berimplikasi terhadap pengisian penjabat, pengisian perangkat daerah, kepegawaian daerah, pembentukan lembaga-lembaga penegak hukum. Terdapat tiga syarat pemekaran daerah yaitu: syarat administratif, syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan bukan sekedar syarat formalitas semata, namun juga menjadi panduan dapat tidaknya suatu daerah dilakukan pemekaran. Ketidakmampuan pengambil kebijakan dalam menjadikan syarat ini sebagai panduan pemekaran daerah, menjadikan penyalahgunaan wewenang dalam pemekaran daerah dengan pertimbangan subjektif pasti akan meningkat. Bahkan penggunaan tekanan publik dan ancaman akan mengganggu kesinambungan jalannya pemerintahan daerah sendiri
d.  Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan program pembangunan Kepala Daerah sebelumnya

Kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya akan menimbulkan akibat hukum, karena tidak semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berlaku untuk rentang waktu yang singkat bisa saja kebijakan yang diambil seorang penjabat tidak dapat dilaksanakan karena habisnya masa jabatan yang maksimal satu tahun, yang mana nantinya akan berdampak terhadap laporan pertanggungjawaban. Demi menjamin dan memberikan landasan hukum, karena Indonesia merupakan Negara hukum, maka perbuatan pemerintahan (bestuurhendeling) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu perbuatan yang sah (legitimate dan justified), dapat dipertanggungjawabkan (accountable and responsible) dan bertanggung jawab (liable), maka setiap perbuatan pemerintahan itu harus berdasarkan atas hukum yang adil, bermartabat dan demokratis.
PENUTUP
4.1 Simpulan

1. Kedudukan PP 29/2014 dalam tata hukum Indonesia diakui keberadaanya sebagai aturan hukum yang memiliki 2 (dua) substansi (isi materi) pada problematika pelaksanaan kampanye (Pasal 26 Ayat 1, 2, 3) dan problematika pencalonan Kepala Daerah sebagai Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 29 Ayat 1 – 8). Secara khusus, Pasal 29a PP 29/2014 telah mengatur ketentuan ijin Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) yang dicalonkan oleh Parpol atau Gabungan Parpol sebgai Capres atau Cawapres dengan mengajukan permohonan ijin kepada Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden untuk  mendapatkan persetujuan. Namun, secara politik hukum Pasal 29a PP 29/2014 belum memberikan ketegasan eksplisit melalui aspek gramatikal pada tafsiran pasal-pasal yang berkaitan “penolakan” permohonan ijin tersebut, sehingga masih ditemukan titik temu kelemahan. 
2. Akibat hukum pada mekanisme pencalonan diri Kepala Daerah dalam bursa Capres atau Cawapres berdasarkan Pasal 29a PP 29/2014 harus mengundurkan diri dari jabatannya berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi terhadap penyelenggaraan Pemda dapat berimplikasi pada: pemutasian pegawai pada masa kepemimpinan Kepala Daerah sebelumnya; adanya pembatalan perijinan yang telah dikeluarkan Kepala Daerah sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan Kepala Daerah sebelumnya; pembuatan kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan Kepala Daerah sebelumnya; serta membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan Pemda dan program pembangunan Kepala Daerah sebelumnya. 
4.2  Saran

1. Bagi Kepala Daerah yang  diusulkan oleh partai politik maka disini peran partai politik memilik peran yang besar dimana mereka tidak hanya mementingkan kepentingan politik yang bersifat pragmatis akan tetapi memiliki komitmen yang kuat untuk benar-benar mengusung tokohnya dan mampu menyelesaikan persoalan daerah untuk kepentingan jangka panjang bukan kepentingan jangka pendek. Kepala daerah bukanlah komoditi politik yang dapat digunakan kapan saja oleh partainya, melainkan Kepala Daerah adalah pelayan masyarakat.
2. Diharapkan bagi Kepala Daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai Capres atau Presiden pada masa mendatang seharusnya lebih mengutamakan kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan semata-mata ingin mendapatkan kekuasaan atau jabatan. Pilihan pada keputusan yang terbaik adalah keputusan yang membuat kebaikan untuk banyak orang. Untuk mengundurkan diri ataupun mengajukan cuti, tentunya mempunyai risiko tersendiri, bagi yang mempunyai jiwa pemimpin bijaksana, Kepala Daerah sudah siap dan akan rela melepas jabatannya untuk sesuatu yang lebih baik, ataupun bila Kepala Daerah bersangkutan tidak terpilih sebagai Capres atau Cawapres tetap akan dihargai sebagai pemimpin yang meiliki etika moral yang baik.
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